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BUPATI BONE 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

pgRATURAN BUPATI BONE 

NOMOR '.3- TAHUN 2018 

TENT ANO 

OAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL 
DAN KEWENANOAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2016 tent.ang Kewenangan Desa per\u menetapkan Peraturan 
Bupati Bone tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal·Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 
Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, TambahanLemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tam bah an Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 



6. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor l l I Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 
tcntang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bone Ta.hun 2014 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TE:NTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA 
BERDA.SARKAN HAK A.SA.L-USUL DA.N KEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA DESA 

BA.BI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bone. 
4. Camat ada\ah pemimpin dan koordinator penyelenggara.an pemerintahan 

di wilayah kcrja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan mcnyelcnggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki bat.as wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakal, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelengga.raa.n urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Oesa adalah Kepa.)a Desa a tau yang disebut dengan nama Jain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, 
kewenangan yang ditugaskan oteh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain 
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ata.u 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan pcrkembangan kehidupan masyarakat. 

I 0. Kewenangan loka1 berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijaJankan oleh Desa 
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karcna 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Dcsa. 

1 1 .  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Pennusyawaratan Desa. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa,aJ 2 

Mak.sud ditetapkannya Peraluran Bupati 1n1 adalah dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan 
Desa. 

Pasal 3 

Tujuan ditet.apkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong 
proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang mehputi: 
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
d. pembcrdayaan masyarakat Desa. 

BABIII 

RUANO LINOKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup dalarn Peraturan Bupati ini adalah: 
a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan 
b. kewcnangan lokal berskala Desa. 

BAB JV 

JE:NIS KEWENANGAN DESA 

Pasal 5 

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BADV 

Kriteria Kewenangan Desa 

Pasal 6 

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 4 hurur a, meliputi: 

a. merupakan warisan eepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat; 
c. sesuai prinsip Negara l<esaluan Republik Indonesia. 



Pasal 7 

Knteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf b meliputi: 

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. tclah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan o\ch Desa; dan 
d. muncul karena pcrkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; 

BAB VI 

TAHAPAN. TATA CARA PENETAPAN, DAN PEI.AKSANMN KEWENANCAN DESA 

Pasal 8 

Penetapan hak asal usu! dan kewenangan k>kal berskala Desa ditetapkan 
dcngan pcraturan Desa mclalui tahapan sebagai berikut : 
a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Oesa 

dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar jenis kewenangan yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; 

b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan 
hak asa1 usu! Desa dan kewenangan lokal berskala Desa; 

c. dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat; 
d. pembahasan rancangan peraturan Desa; 

Pasal 9 

(I) Dalam ha! melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a, Kcpala Desa membcntuk Tim Pengkajian. 

(2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur 
Perangkat Desa, BPD, pcrwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan 
Tokoh Masyarakat dengan mempcrhatikan keterwakilan unsur 
perempuan. 

(3) Tugas Tim Pcngkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi tcrhadap kegiatan yang 

sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani letapi belum 
dilaksanakan; 

b. mcnyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa 
dan kewenangan Jokal berskala Desa berdasarkan haail kajian; 

c. pembahasan rancangan kcwcnangan berdasarkan hak asal usul Desa 
dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat dan pemangku kcpentingan yang terkait; dan 

d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal 
usu] Desa dan kcwenangan Jokal berskala Dcsa. 

Pasal lO 

Konsultasi Rancangan Peraturan Dcsa kepada masyarakat Desa dan Camat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan. 

Pasal 11 

(I) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Kepa]a Desa bcrsama BPD untuk 
disepakab bersama; 

(2) Pemerintah Desa bersama·aama BPD dapat menambah jenis kewcnangan 
berdasarkan hak asal usul Dcsa dan kewenangan lokal berskala Desa 
Jainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi Jokal 
Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bcrsama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kcpala Desa kepada Bupali 
melalui Camat untuk dievaluasi. 
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Pasal 12 

(I) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (3) dinyatakan tida'k sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan. 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah discmpumakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ditetapkan menjadi Peraturan Oesa. 

Pasal 13 

(1) Pcraturan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa. 

(2) Pcraturan Desa dinyatakan mu!ai berlaku dan mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat sejak diundangkan. 

BAB VII 

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANANAN KEWENANGAN DESA 

Pasa.1 14 

Evaluasi dan pelaporan pe\aksanaan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(I) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Oesa 
kepada Carnat. 

(2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kev.-enangan 
Desa di wilayahnya. 

(3) Pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan 
secara tcrtulis dan disampaikan paling sedskir satu kali dalam satu ta.hun 
atau sesuai kebutuhan. 

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan 
Bupat:i untuk menyusun kebijakan terkart pelaksanaan penataan 
kewenangan Desa. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

(I) Bupat:i me!akukan pembinaan dan pengawasaan tcrhadap pelaksanaan 
penataan kewenangan Desa. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melalui: 
a. Fasilitasi dan koordinasi; 
b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; 

c. Monitoring dan evaluasi; dan 
d. Dukungan teknis administrasi. 

PasaI 17 

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I), Bupati 
melimpahkan tugas kepada Camat dan Dinas Pember:dayaan Masyarakat dan 
Desa terkait tugas pokok dan fungsinya. 
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BAB IX 

PEMBIAYMN 

Pasal 18 

Pembiayaan untuk pclaksanaan penataan kewenangan Desa dibcbankan 
pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa; dan 
c. $umber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 
27 Tahun 2017 ten tang Kewcnangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan 
Kewenangan Lokal Bcrslcala Desa dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
• · · · engan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Bone. 

�l.tDAH DiiELiTj OLIEM TliVl
0 I Ditctapkan di Watampone 

:'\lit�HUSUS �ENYEtrl.RAS ·· pada tanggal 
�.�:: A:r r� !PARAFJ ltr- 
1;.:ors:�r . .:.-:i:.:::�:,:-.7:",-�"':""7,j" I' BUPATI BONE, 
-:;:---- .- - -- . ---·-·-+- c.C,.-J. r- . . ..  ,  •• ·;�:.;.� 1··,T, 1:::1- 

&..z ' ;.--,::.-;---:-::-.:i ·--t-- 

��:�i� ::._ /Ji.A, FAHSAR M. PADJALANGI f 

Diundangkan di Watampone 
pada tanggal 
SEKRETARJS DAERAH KABVPATEN BONE, 

� 
A. SURYA DARMA 

SERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR . . . . . •  



l.A.MPIR.AN I 

, 

PERATURAN BUPATI BONE 

NO MOR 

TANGGAL 

TENTANG DAFTAR KEWENANOAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANQAN 

LOKAL BERSKALA OESA 

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

NO JENIS KEWENANGAN 

I Sistem o anisasi mas arakat adat 
2 Pembinaan kelem aan ma arakat 

3 Pcmbinaan lemb a dan hukum adat 

4 Pen ek>laan tanah kas Dcsa 

5 Pengembangan pcran masyarakat Desa mcliputi : 
a. pelestarian dan pengembangan ketompok swadaya dan gotong royong 
b. oelestarian kesaatan rudane sinuJuna 

. . . � 

, 

A. FAHSAR M. PADJALANGJ f 



LAMPIRAN II 
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PERATURAN BUPATI BONE 

NOMOR 
TANGOAL 
TENTANO DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN 

LOKAL BERSKALA OESA 

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

NO . BIDANG JENIS KEWENANGAN 

I 2 3 
I Penyelenggaraan Pemerintahan •• penetapan dan penegasan ba.tas desa; 

Deaa b. penetapan dan penegasan batas du sun; 

,. pendataan desa; 

d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; 
,. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; 

f. pengembangan s.istem administrasi pemerintahan desa; 

g. usul penataan Desa; 

h. penataan dusun; 

'. evaluasi ting.kat perkembangan Desa; 

j. penyelenggaraan kerjasama Desa; 

k. penataan organisasi pemerintah desa; 

I. pemilihan Kepala Desa; 
m. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala desa dan perangkat de\a; 
n. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa; 
o. Pembentukan dan pembinaan Badan Pennusyawaratan Desa (BPD); 

I) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD; 
2) penctapan biaya operasional BPD; 
3) pemilihan anggota BPD; 



' 
I 2 3 

4) pemilihan anggota BPD Antarwaktu. 
p. Penetapan perangkat Desa meliputi; 

1) penetapan uraian tugas perangkat Desa; 
2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; 
3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Oesa. 

q. peningkatan kuaJitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan 
BPD; 

r, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

•• pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 
. 

,. pembentukan Lembaga Kemasyarakaan Desa; 

u. Penetapan Sadan Usaha Milik Desa; 
,. pcngelolaan arsip desa; 

w. penetapan peraturan di desa; 

x. penegakan peraturan desa; 

y. perencanaan pembangunan desa; 
,. penyelenggaraan musyawarah desa; 

aa. peng,elolaan keuangan desa; 

bb. penataan dan pcngelo\aan aset desa; 
,, . Pemberian izin hak pengelotaan atas tanah Desa; 

. 

dd. penetapan pos kcamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi sosial masyarakat Desa; 

2 Pclaksanaan Pembangunan Desa a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aarana prasarana Desa 
meliputi : . 

II pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
lingkungan pemukiman dan perkantoran, antara lain: 
a) gedung kantor di Desa, meliputi: 

(1) gedung kantor Desa dan atau ba.lai Desa; 
(2) gedung kantor BPD; 
13l eedune kantor PKK LPM dan tembeee kemas"arakatan Lalnnva: 

> 



I 2 3 

b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 
c) penerangan lingkungan pemukiman; 
d) pedestrian/ trotoar; 

•I drainase; 
Q selokan; 

g) tempat pembuangan sampah; 
h) gerobak sampah; 
;1 kendacaan pengangkut sampah; 

. j) rumah ibadah; 

k) pemakaman Desa; 
I) sarana dan prasarana olahraga; 
m) mesin pengo\ah sampah; dan 
n) aarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berakala 

Iokal desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

transportasi, antara lain: 
a) tambatan perahu; 

b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa; 

. 

d) jalan Desa antara permukim.an kc wilayah pertanian; 

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 

Q pengadaan alat keeelamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jaJan, marka 

jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan. 
gJ jembatan desa; 
h) gorong-gorong; 
i) talud/bronjong; 
j) terminal Desa; dan 
kl sarana prasarana tTansportasi lainnya yang berskala lokal desa. 
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I 2 3 
31 Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

energi, antara Jain: 
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listnk tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
n sarana prasarana energi lainnya yang berakaJa lokal desa. 

41 pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

infonnasi dan komunikasi, antara lain: 
g) jaringan internet untuk warga Desa; 
h) website Desa; 
ii peralatan pengeras sua.ra (/oudspeake,j; 

ii telepon umum; 
k) radio Single Side Band (SSB); dan 
II sa.rana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal 

desa. 
b. Peningkatan Kualitas dan Al<ses terhadap Pelayanan Sosial Oasar meliputi : 

II Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saran a praSSJana 
kesehatan, antara lain: 

. 

a) air bersih bcrskala Desa; 
b) sanitasi lingkungan; 

c) jambanisasi; 
d) mandi, cuci, kakus (MCK); 
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
n alat bantu penyandang disabilitas; 
g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
h) balai pengobatan; 
ii posyandu, poskescles/polindes dan posbindu; 
ii reagen rapid res kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 
k) sarana prasarana keschatan lainnya yang berskala lokal desa. 

' . 

' 
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I 2 3 
21 Pengadaan, pembangunan, pengembangan d= pemeliharaan 

=· 
prasarana 

pendidikan dan kebudayaan antara Jain: 
a) taman bacaan masyarakat; 
b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini; 
c) buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia Dini lainnya; 
d) wahana pennainan anak di Pendidikan anak Usia Dini; 
e) taman belajar keagamaan; 

bangunan pcrpustakaan Desa; 
ij buku/bahan bacaan; 
g) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBMJ; 
h) sanggar seni budaya; 
;J film dokumenter; 
ii peralatan kesenian; dan 
k) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala Jokal desa. 

31 fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, 
penyandang dieabrhtaa, kelompok masyarakat rcntang dan termarjinalkan meliputi: 
a] Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/ berhenti bersekolah untuk 

kembali bersekolah; 
b) pcngadaan perlengkapan dan baju seragam; dan 
c) pemberian beaaiswa; 

,. pcnetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan; 
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ueaba 

ekonomi Desa meliputi : 
II Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 

produksi usa.ha pertanian dan perikanan antara lain: 
a) bendungan berska1a kecil; 
b) pembangunan atau perbaikan embung; 
c) irigasi Desa; 
d) percetakan lahan pertanian; 
e) kolam ilcan; 
ij kapa1 penangkap ilcan; 
g) tempat pendaratan kapa.1 penangkap ikan; 
h) tambak garam; 

u kandane temak 
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ii mesin pakan temak; 
kl gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
II sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskala 

lokal desa. 
21 pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengo\ahan 

hasi\ pertanian, antara lain: 

a) pengeringan hasil pertanian scperti: Jantai jemur gabah, Jagung, kopi, cok1at, 
kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
lumbung Desa; 

bl gudang pendingin (cold storage\; dan 
,1 sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal 

desa. 
31 pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa 

dan induatri kecil, antara lain: 
a) mes in jahit; 
b) peralatan bengkel kendaman bennotor; 
,, mesin bubut untuk mebeler: dan 

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang bcrskala lokal Dess.. 
41 pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan aarana dan prasarana pemasaran, 

antara lain: 

•I pasar Desa; 
bl pasar sayur; 
,1 pasar hewan; 
di tempat pelelangan ikan; 

•I toko online; 
Q gudang barang; dan . 

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal desa. 
SI pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

wisata des.a di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain: 
a) pondok wisata; 
b) panggung hiburan; 
d kios cenderamata· 
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d) kios warung makan; 

•I wahana permainan anak; 
Q wahana permainan outbound; 
gJ taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket; 
;J rumah penginapan; 

ii angkutan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana wisata desa lainnya yang berskala lokal desa. 

6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat 
. 

Guna (TIG), antara lain: 
a) warung teknologi; 
b) penggilingan padi; 
c) peraut kelapa; 
d) penepung biji-bijian; 

•I pencacah pakan ternak; 
sangrai kopi; 

Q pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
gJ pompa air; 
h) traktor mini; dan 
;1 sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal desa. 

, . pengadaan, pembangunan, pcngembangan dan pemeliharaan sarans prasarana untuk 
. 

pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plescngan sungai; 

. 

4) pencegahan abrasi pantai; dan 
SJ sarana prasarana untuk pelestarian Jingkungan hidup Jainnya yang berskala loka1 

deaa. 
r. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk 

penanggulangan bencana alam dan/atau kejadiM Juar biasa la.innye. yang meliputi: 
1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
21 .... mbangunan zedune .... nsunasian: 
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3) pembersihan lingkungan pcrumahan yang terkena bencana alam; 
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan pcrumahan yang terkena bencana alam; dan 
5) .. ...,,. prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan berskala lokal desa. 

3 Pembinaan kemasyarakatan a. pembinaan keamanan, ketert.iban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 
Desa b. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 

,. memelihara pcrdamaian, menangani konffik dan melakukan mediasi di Oesa; 
d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 
e. Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Desa sehat, dan 

lemb a kemas arakatan desa lainn a· 
4 Pemberdayaan masyarakat Desa. a. Peningkatan Kualitas dan AAses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi: 

I) pcngelolaan dan pelayanan kesehatan masyan.kat, antara lain: 
a) pengelolaan/penyediaan air bersih; 
b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit 

menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberku!osis, hipenensi, diabetes mellitus 

clan gangguan jiwa; 
d) pemberian bantuan insentir untuk kader kesehatan masyarakat; 

•I pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan 
gizi bagi balita dan anak sekolah; 

. Q kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 
perlindungan Anak; 

g) pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance Oesa; 
h) pengelolaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
;1 pengelo\aan balai pengobatan; 

ii pengelolaan posyandu meliputi: 
(1) Iayanan gizi untuk balita; 
(2) pemeriksaan ibu hamil; 
(3) pemberian makanan tambahan; 
(4) penyuluhan kesehatan; 
(SI =rakan hidun bersih dan sehat; 
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(6( penimbangan bayi; 
(7( gerakan sehat untuk Janjut usia; 
(8) penetapan dan pembinaan leader posyandu; 
(9) pembcrian bantuan insektif leader posyandu; 

k) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu; 
I) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan 

menyusui; 
m) pengobatan untuk lansla; 
n) keluarga bcrencana; 
o) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
p) pelatihan leader keschatan masyarakat; 
q) pe\atihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perhndungan anak; 
� pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
s) pelatihan kader Dcsa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 
I) pengelolaan dan pe\ayanan kesehatan masyarakat Dcsa Jainnya yang bcrskala 

lokal desa. 
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan ant.ara lain: 

a) pemberian bantuan insentifguru PAUD; 
b) pembcrian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
c) penyelcnggaraan pelatihan kerja; 

penyelenggaraan kursus seni budaya; 
d) pemberdayaan bidangolahraga; 

•I pengelolaan taman bacaan masyarakat; 
ij pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini; 
81 pengelolaan wahana pennainan anak di Pendidikan anak Usia Dini; 

. 

h) pengelolaan taman belajar keagamaan; 
i) pengeJolaan perpustakaan Desa; 
ii pengeJolaan balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
k) pengelolaan sanggar seni budaya; 
l) pelatihan pembuatan film dokument.er; dan 
m) pengelolaan kcgiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal 

desa. 
> 
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b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan bcrdasarkan kemampuan teknis dan 

sumbcr daya tokal yang ter&edia meliputi: 
11 pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

a) pcngelolaan sampah bcrskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan perumahan Desa lainnya yang bcrskala lokal desa. 

21 pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
a) pengclolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang bersk.ala lokal desa. 

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
a) pcngolahan limbah petemakan untuk energi biogas; 
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pcngolahan minyak gorcng bckas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
Pengembangan energi terbarukan lainnya yang bcrskala lokal desa. 

4) pengelo\aan informasi dan komunikasi, antara lain: 
a) sistem informasi Oesa; 
b) koran Desa; 

website Desa; 

. 

e) radio komunitas; dan 
d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala \okal desa. 

5) pengelolaan pemakaman desa. 
,. pengclolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan praaarana ekonomi 

meliputi: 
11 pengelolaan produksi usaha pertanian, antara lain: 

a} pembibitan tanaman pangan; 

b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air ta.war; 
e) pengelolaan usaha hutan Oesa; 
n· oeneelojaan usaha hutan eoeial: 
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Bl pengadaan bibit/induk temak; 
h) inseminasi buatan; 
ii pengadaan pakan temak; dan 

ii pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang scsua.i dengan potensi Desa 
dan berskala lokal desa. 

21 pengolahan hasil produksi usaha pcrtanian, antara lain: 

•I tepung tapioka; 
. b) kerupuk; 

<I keripikjamur; 
di keripik jagung; 

•I ikan asin; 
n abon ikan; 

Bl abon aapi; 
hi susu sapi; 

ii kopi; 

ii coklat; 
kl karet; dan 

pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi desa. 
31 pengelolaan usaha jaaa dan industri kecil, antara lain: 

•I meubelair kayu dan rotan; 
b) alat-alat rumah tangga; 
c) pakaian jadi/konveksi ; 
d) kcrajinan tangan; 

•I kain tenun; 

n kain batik; 
Bl beng.kel kenda.raa.n bennotor; 
h) pedagang di pasar; 
ii pcdagang pengepul; dan 

•I pengelolaan jasa dan industri keci\ lainnya yang sesuai dengan potensi Desa dan 
berakala Jokal desa. 

> 
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4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain: 
a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
b) pcnyertaan modal BUM Cesa dan/atau BUM Oesa Bersama; 
<I penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 

SJ pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain: 
a) pengelolaan hutan Oesa; 
b) pcngelolaan hutan Adat; 
<I industri air minum; 

d) industri air bersih; 

•I industri parfwrsaia Desa; 
ij industri pengolahan rkan; 
g) simpan pinjam; 
hi jasa Jayanan; 
i) jual beli barang kebutuhan masyarakat; 
ii pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
k) pengadaan dan penyewaan a!at transportasi; 
I) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
m) usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama Jainnya yang sesuai dengan 

potensi desa dan berskala lokal Desa. 
6) pembentukan dan pengembangan u,aha ekonomi masya.ra.kat dan/atau koperasi. 

antara lain: 
a) hutan kemasyarakatan; 
b) hutan tanaman rakyat; 
<) kemitraan kehutanan; 
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

. 

•I pembentukan dan pengembangan koperasi; 
Q bantuan sarana produksi, distribusi dan poma= untuk usaha ekonomi 

masyarakat; dan 
g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lainnya yang 

sesuai dengan potensi desa dan berskala \okal desa. 
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7) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TIG), antara lain: 

a) sosialisasi TIO; 
b) warung teknologi/Posyantekdes dan Posyantek antar Dcsa; 
,1 pos pelayanan teknologi Cesa (Posyantekdes) dan/atau antar Oesa; 
d) percontohan TIO untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi 

perdesaan, pengembangan 
=· 

transportasi dan komunikasi serta 
pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

•I pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang scsuai dengan potensi desa. 
8) pengelolaan pemasaran basil produksi use.ha BUM Oesa dan usaha ekonomi lainnya, 

antara lain: 
a) penyediaan informasi harga/pasar; 
b) pameran basil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat; 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e) penge!olaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi desa. 

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana scrta kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 
penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Desa dan berskala lokal desa. 

e. pe\estarian lingkungan hidup antara lain: 
I) pembibitan pohon langka; 
2) reboisasi; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pemberathari daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Otta berska.la Jokal Desa. 



21 

I 2 3 

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis 
dan bcrkeadilan sosial, meliputi : 
11 mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, 

antara lain; 

•I pengembangan sistem informasi Desa; 
bl pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan 
,1 partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa. lainnya yang 

scsuai dcngan potensi desa. 
2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, 

melalui penyusunan arah pengembangan Desa, penyusunan rancangan 
program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan mengembangkan 
program dan kegiatan pembangunan Desa lainnya scsuai dengan kebutuhan dan 
potenai desa. 

3) pendataan potensi dan aset Oesa. 
4) penyusunan dan pendayagunaan prom Cesa/data Cesa; 
5) penyusunan SOD; 

6) penyusunan peta aset Desa; 
7) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabrlitaa, perempuan, 

anak, dan kelompok marginal; 
81 mengembangkan siatem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan. 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 

pengembangan laporan keuangan dan aset Desayang terbuka untuk publik; 
bl pengembangan sistem informasi Desa; dan 
,1 sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelakaanaan pembllf!gunan dan 

pemberdayaan masyarakat Oesa Jainnya. 
9) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan De� yang 

dilakukan mela\ui musyawarah Desa. 
10) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan 

kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Cesa. 
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11) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain; 
a) pelatihan u,aha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil d= 

perdagangan; 
bl pelatihan teknologi tepat guna; 
,1 pelatthan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Oesa; dan 
di peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manuaia masyarakat lainnya 

sesuai dcngan potcnsi dan kebutuhan masyarakat desa. 
12) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Cesa dan 

pembangunan Desa yang dilakukan sccara partisipatif o!eh masyarakat Oesa, antara 
lain: 

•I pemantauan berbasis komunitas; 
bl audit berbasis komunitas; 
,1 pengembangan unit pengaduan di Desa; 
di pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian maaalah 

secara mandiri oleh Desa; 
,1 pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
Q penyelenggara.an musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima 

hasil pembangunan Desa; dan 
pengawasan dan pemantauan penyelcnggaraan Pemerintahan Desa dan 
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyara.kat Desa lainnya 

. 

sesuai potensi dan kebutuhan Desa . 
13) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dcsa 

dan paralegal meliputi : 
d) LPM dan Kader pemben:layaan masyarakat dan kader tehnik; 

•I PKK; 
Q Karang Ta.runa; 
gJ Paralegal; dan 

hi Lembaga kemasyara.katan desa Jainnya. 
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14) Peningkatan kapasita.s dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain: 
a) kelompok usaha ekonomi produktif; 
b) kelompok perempuan; 
c) kelompok tani 
d) kelompok nclayan; 
c) kelompok masyarakat miskin; 
I) Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan 

pcnanggulangan bencana bcrbasis masyarakat di Desa; 
g) Kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKLJ; 
h) kelompok pengrajin; 
i) kelompok pcmerhati dan perlindungan anak; 
j) kelompok pemuda; 
k) kelompok scni budaya; dan 
I kelom k mas arakat lain di Dcsa. 
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